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ABSTRAK

Zulfiah Ali 2022. Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. (Dibimbing oleh: Abdi
dan Hamrun)
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi sangat.dibutiihkan di setiap instansi pemerintahan,

o

salah satunya di Badan P yang berada di bawah

3 T r . |
han ditentukal

tanah serta penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, vang
dihubungkan dengan e-commerce dan e-payment (Abadi, 2020),

Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian ATR/BPN yang mempunyai
kewenangan pendaftaran tanah telah berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah
dengan berbagai program/proyek dengan segala keterbatasannya. Program/proyek

vang telah ada sebelumnya seperti, percepatan pendaftaran tanah melalui Provek

Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development




Project (LMPDP) atau proyek ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria
(Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia
(Mujiburohman, 2018).

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, suatu kegiatan pendaftaran tanah dilakukan
berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, serta terbuka. Khususnya
menyangkut mengenai asas terbuka, data dari hasil pendafiaran tanah harus

dipelihara secara terus menerus dan berkesinambungan agar masyarakat dapat

memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saal. Penyelenggaraan




administrasi  pertanahan yang terbuka dan transparan akan mendukung
penyelenggaraan administrasi vang akuntabel.

Pembahasan mengenai tanah di dalam masyarakat, sungguh pertanahan

pertanahan hingga kebijakan aparatur terbawah snagatlah penting untuk dipahami
oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu, melakukan upaya hukum guna
menjamin  kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah
mendaftarkan tanah, guna memastikan hak paten yang dimiliki setiap warga atas
tanah yang dimilikinya.

Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan adil yane dapat

mneghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pun




penegak hukum itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya kaidah hukum yang
dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan I/ Pokok Agrarian di dalam Pasal 19

menyatakan untuk menja m Joleh pemerintah  diadakan

N
,‘Pb WiUHAM urut ketentuan-
Q~" ‘\“p\KASsA KRN
4" ,«// /J-

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor | Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendafiaran Tanah Sitematis Lengkap, yang mengatur pelaksanaan pendafiaran
sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftraan tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan pendafiaran

tanah sistematis lengkap. Atas dasar ketentuan di atas, periu adanya tindakan

pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam magka pendataan tanah demi




terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan memenuhi tuntutan masyarakat
Indonesia,
Untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis formal

dibutuhkan adanya status iccpmn Egal atau sebidang tanah tersebut.

Jika ada status kepemilikag

Sistematis Lengkap (PTSL).
Didalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak memakan biaya
yang besar karena merupakan program pemerintah. Pembiayaan Pendafiaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten
Enrekang Nomor 34 Tahun 2017 sebesar 250.000 per objek pendaftaran tanah
yang meliputi biaya penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan

operasional petugas kelurahan/desa.




Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) vang

dilaksanakan di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang fentu

menjadi sebuah inovasi dimana masyarakat bisa membuat sertifikat tanah dengan

banyak untuk per tanahnya. Seperti halnya di Kabupaten Toraja Utara, hambatan

dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaim

masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran
tanah sehingga menimbulkan keengganan bagi masvarakat admt  untuk
mendafiarkan tanahnya (Arung La’bi et al., 2021) .




Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengambil penclitian dengan
Judul “Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto

Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.”

B. Rumusan Masalah

an dapat dikaji

lebih dalam sebagai bahan penelitian berikutnya.
2. Schagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah, khususnya Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada
program studi Hlmu Pemerintahan Fakultas llmu Sosial dan lmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Makassar.




A. Penelitian Terdahulu

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

llllllllllllll

Bermula dari  Standar
Pelayanan Pertanahan yang
sudah ada sebelumnya dan
sama diseluruh  Indonesia
yang dicoba dikemas lagi
untuk lebih  menghasilkan
sebuah percepatan dalam hal

melayani masyarakat.

2. | Marten Prasetyo
Junior, (2016)
“Inovasi Pelayanan
Publik (Studi Kasus
Perizi

Penanaman  Modal

Metode  penelitian
deskriptif,  dengan
pendekatan kualitatif,

Untuk memberikan
pelayanan yang prima kepada
masyarakat terdapat inovasi-
inovasi yang ditearpkan oleh
BPPT yaitu inovasi proses




di  BPPT
Semarang)”

Kota

pembentukan  tim  teknis

lebih  transparan. Inovasi

pelayanan satu atap menjadi
pelayanan  satu  pintu,

sesuai kompetisinya,
pembenahan ruangan menjadi

membuat  standar
an  publik. Inovasi
ETUPa pmnbenaha'n

ovasi tersebul
dari  pusat
gram aplikasi yang
memudahkan dalam
penyelesaian tugas-tugas
keuangan  schingga lebih
efektif dan efisien. Untuk
KPPN Tanjungpinang sendiri
movasinya berupa kebijakan
mengelola  MSDM - yang
mendukung untuk
memberikan pelayanan yang
optimat bagi seluruh satuan
kerja di Provinsi Kepulauan
Riau.

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022,
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Persamaan penclitian peneliti dengan penelitian Nurul Hilda (2014), yaitu

sama-sama membahas A. si pelayanan publik, perbedaannya
yaitu penelitian ini le

B. Konsep Dan Teori
1. Teori Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang. jasa, dan/atau

pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.




11

Menurut Santosa (2009) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kesatuan,
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk

secara fisik (Setiawan, 2016).

Salah satu maksud g n pelayanan publik adalah

Ruahitas

pelayanan publik yang be
2. Kepastian hukum

Negara menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan

baik bagi si penyelenggara maupun penerima layanan. Artinya ada batasan

vang jelas tentang hak, kewajiban, dan wewenang. Semua ini diatur untuk

melindungi kepentingan masyarakat.

3. Kesamaan hak




Semua masyarakat harus mendapatkan persamaan hak dalam

pelayanan publik, baik bagi masyarakat biasa, yang kurang heruntung

‘secara ekonomi maupun masyarakat yang memiliki uang, memiliki jabatan

kebutuhan dasar penduduk masih banyak yang belum memenuhi harapan
masyarakat. Profesionalisme pemberi kebijakan masih jauh dari harapan.
Hal ini dapat terlihat dari ketidakpuasan masyarakat yang ditunjukkan
dalam bentuk keluhan dan pengaduan. Untuk mengatasi hal ini maka

diperlukan  peningkatan profesinalisme pelayanan publik melalui

pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian,
tatalaksana dan akuntabilitas.
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6. Partisipatif
Dalam menyelenggaraan pelayanan publik penyelenggara dapat
melibatkan  masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan

Masyarakat bisa memperoleh semua informasi yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik terkait tata cara pelayanan,
persyaratan, biaya, unit penanggung jawab, waktu pengurusan, prosedur
maupun penyelesaian. Informasi ini dapat diperoleh melalui media
maupun secara langsung ditempat penyedia layanan. Dengan keterbukaan
itu masyarakat dapat mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas dengan cara cross check.
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Dengan adanya keterbukaan dan transparansi ini dapat memberantas atau
mengurangi praktek percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pejabat
publik.

9. Akuntabilitas

Penyedia hanya mengutamakan

Penyediaan layanan publik harus memperhatikan kebutuhan
masyarakat kelompok rentan atau berkebutuhan khusus seperti anak-anak,
ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang cacat, dan lain sebagainya
karena mereka juga adalah masyarakat yang berhak mendapatkan

pelayanan umum. Fasilitas yang disediakan harus dapat memfasilitasi
kebutuhan mereka seperti, jalanan khusus bagi pengguna kursi roda, dan

lain sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan agar kelompok rentan ini dapat
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memperoleh rasa berkeadilan ketika berhadapan dengan kelompok yang
normal.

I1. Ketepatan waktu

Artinya, pelavanan pada, publik harus dilaksanakan dan

meningkatkan kepercayaan

dibebankan oleh aparatur prnyelenggara sebagai biaya “pelancar™ proses
administrasi yang terkadang lebih besar daripada biaya yang seharusnya.
Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan acuan kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka menciptakan
pelayanan yang berkualitas, cepat. mudah, terjangkau, dan terukur. Tujuan

pelayanan publik yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
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masyarakat, mendekatkan pelayanan pada masyarakat, memperpendek proses
pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, murah, transparan, pasti,
dan terjangkau serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk

Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke
dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi
baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Pugh dalam Rahayu Y.S
(2015) menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam
organisasi. [novasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru,

kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan pelayanan baru disektor

publik dan sektor non-profit. Draft dalam Rahayu Y.S (2015) menyatakan bahwa




MILIK PERPUSTAKAAN' |
UNISHUN MAKASSAR, |

inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah ide atau perilaku yang sifatnya
baru bagi organisasi yang mengapdosinya. Secara lebih khusus, inovasi

didefinisikan sebagai sebuah awal penggunaan gagasan olch sebuah organisasi

ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan menurut Rosenfeld dalam
Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses
dan jasa baru, dan tindakan menggunakan sesuatu vang baru (Manangkoda et al.,
2020).

Inovasi pelayanan terdiri dari kegiatan, seperti transportasi dan logistik,

informasi dan layanan berbasis pengetahuan. Secara umum, lavanan dicirikan

oleh intangibilitas, heterogenitas, dan ketidakpisahan (Asgher, 2018; Casidy,




Nyadzayo, & Mohan, 2019). Inovasi yang baik akan membantu managemen
dalam mencapai kinerja yang lebih baik schingga kelangsungan dan keberlanjutan

usaha juga akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan karena dukungan

kemampuan inovasi yang terdiri darifide, produk baru, dan lain-lain (Wahyudi,

lembaga politik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide
baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah vang cukup
besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses
implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata
hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu

sifatnya yang intangible karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata




berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam

hubungan yaitu antara service provider dan service (user), atau hubungan antar

berbagai bagian organisasi atau mitra sebuah organisasi (Rahmaini, 2021).

kepentingan rakyat (Sumarli, 2020).

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik
yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Dengan Kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan
suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat
kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun
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peningkatan Kkualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Adapun yang
mnejadi persyaratan inovasi pelayanan publik yaitu:
1. Memberikan perbaikan pelayanan publik.

. Memberikan manfaat bagi mas

e v

b Qe
Wy,

sl PSR

SN e
L
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3
5

a. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan
terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntunan pengguna layanan.
b, Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip atau  ketentuan-ketentuan administrasi dan

organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
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©. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa  besar proses penyelenggaraan pelavanan  sesuai dengan
kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam
masyarakat,

Inovasi pelayanan

......

inovasi sebelumnya. H 1 bertujuan agar inovasi yang lama tidak
dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak murah,
inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi
terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses

pembelajaran terhadap inovasi baru tersebut lebih cepat. Menurut Rogers

dalam (Syafaruddin (2012) kesesuaian suatu inovasi dapat dilihat melalui




nilai dan norma, pengalaman di masa lalu, serta kebutuhan pihak
penerima.

¢. Kerumitan (Complexity)

Dengan sifatnya yang baru, maka inc punyai tingkat Kerumitan

pvasi sebelumnya. Namun

\\\\
----

lebih dibandingkan dengan
e. Kemudahan Diamati (Observability)
Suwarmo (2008) menjelaskan bahwa sebuah inovasi hendaknva bisa
diamati mengenai cara kerjanya dan produk hasilnya, apakah lebih baik
atau lebih bermanfaat (Gilby et al., 2021),




3. Konsep Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL)

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

\\“‘"'v’/
\\ N “\ ¥ u/& V

Y -.;.‘-,'.
A2

//,, g w
_\f //f"uv“\\
AW ‘L‘\ ¥

B L - [

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah adalah keterangan
mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didafiar,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
Bentuk hasil dari pendaftaran tanah adalah penerbitan surat tanda bukti haknya
berupa sertifikat hak atas tanah.

Gambar 2.1 SOP Penerbitan Sertifikat Tanah
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b. Asas-Asas »
4 N
Dalam pro sas sederhana,
aman, terjan
|. Asas sederhana berarti pelaksanannya diharapkan sederhana agar

ketentuan pokok dan prosedumya mudah dipahami oleh pihak yang

berkepentingan. Asas aman berarti pendafiaran dilakukan dengan teliti dan

cermat sehingga hasilnya benar-benar memberikan kepastian hukum;

2. Asas terjangkau berarti pembiayaan proses dapat dijangkau oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dengan memperhatikan kebutuhan dan

kemampuan golongan ekonomi lemah;




3. Asas mutakhir berarti segala kelengkapan data mengenai pemeliharaan
datanya merupakan data termutakhir dan valid;
4. Asas terbuka berarti semua pihak yang memerlukannya dapat mengakses

datanya.

c. Pengertian Pendaftaran

- Eacial
..........

Mengacu Pasal 14 Peraturan Menteri ATR/BPN R1 Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan PTSL, yang berhak mengikuti program PTSI ini adalah

sebagai berikut:
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I. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses
Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam dafiar umum pendaftaran tanah

dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.

Purnawirawan TNI, Purnawirawa POLRI dan Suami/lstri/Janda/Duda
Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI:

€} Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, irntuk melaksanakan
tugasdan fungsinya dan tidak bersifat profit;

f) Nazhir; atau

¢) Masyarakat hukum adat.
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4. Peserta PTSL selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, bidang
tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan dafiar

lainnya.

5. Penerbitan Sertifikat Hak atas

pada Ayat (4), dilak

i

(7) ibuaiian daftan secars pericdik DK setian bulin dan disdovpialkas

kepada BupatifWali Kota.

9. Penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;

a) Penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang sah.
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b) Penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB yang menjadi warkah
Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan
Sertifikat Hak atas Tanahnya.

¢) Peralihan atau pcrubaha hak atas tanah hanya dapat
dilakukan setelah ya

at membuktikan bahwa BPHTB

RS
7% "',,,“““‘\\:‘
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2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1 ) berasal dari:

a) Daftar Isian Program Anggaran  (DIPA)  Kementrian

ATR/BPNdan/atau kementrian/lembaga pemerintah lainnya;

b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
¢) CSR. BUMN/BUMD:
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3. Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Avat (2),
pembiayaan percepatan pelaksanaan PTSL dimungkinkan berasal dan
kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta

dipertanggung  jawabkan.(sesdai  dengan ketentuan Peraturan

N

. Pengukuran, setelah melewati proses administrasi dan dikatakan lolos,
selanjutnya petugas akan melaksanakan pengukuran. Pengukuran
tersebut meliputi panjang dan lebarnya tanah vang dimiliki, batas
tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari
pemilik tanah yang berbatasan, bentuk bidang, dan juga luas bidang
tanahnya.
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4. Sidang panitia A: sidang ini beranggotakan 3 orang BPN dan satu
orang perwakilan dari desa atau kelurahan. Tujuan dari pengadaan

siding ini adalah untuk meneliti data yuridis, pemeriksaan lapangan,

////'ul\\‘\\\
‘ \ \ ,
ik B \‘?6\
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dibagikan langsung kepada pemilik tanah.
C. Kerangka Pikir
Kerangka berpikir mengacu pada teori Rogers dalam Suwarno (2008)
mengenai atribut inovasi pelayanan yang meliputi relative advantage atau
keuntungan relative. compability atau kesesuaian, complexity atau kerumitan,
triability atau kemungkinan dicoba, dan observability atau kemudahan diamati
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(Fedya, 2008). Berikut merupakan kerangka pikir:

Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis |
Lr:rrgbnp {P‘I’S di Desa Bmm

l

\\\\\\ um[///
\\\\ \“ u/ ’///

pustaka. Adapun fokus penelitian yang l:erpuak dari rumusan masalah adalah
inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan

Malua Kabupaten Enrekang.
E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yaitu;
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- Relative Advamage atau keuntungan relatif, yaitu keuntungan dari sebuah
inovasi yang dinilai dari nilai ekonomis. kesenangan atau kepuasan yang
di dapat masyarakat dengan adanya inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) di Desa Bont amatan Malua Kabupaten Enrekang.

sesuatu yang lebih bermanfaat di Desa Bonto Kecamatan Malua
Kabupaten Enrekang.

. Efektifitas pendafiaran tanah di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten
Enrekang.




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan m anggal 30 Juni-27 Juli 2022. Penelitian
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[1]

kualitatif’ didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial vang
mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun
tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha
menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh
dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Dengan maksud untuk
memberikan gambaran mengenai inovasi Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

33
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Tipe penclitian yang digunakan deskriptif, yaitu penelitian

mneghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti, dengan

tujuan untuk mnegumpulkan data dan mendapatkan informasi dan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini
adalah menggunakan teknik purposive sampling, vaitu teknik pengambilan
sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki
kriteria sebagai informan).

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan

Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan
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terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan
kriteria yang terpilih dan relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang

menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian
No. Nama Informan

data atau inforn
Data vang dig
maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang melibatkan peneliti secara
langsung dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2011). Posisi participant
observer, menyediakan suatu cara yang objektif untuk mengumpulkan

informasi secara natural dalam suasana di dalam ruangan/kantor.

2. Wawancara
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Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang
lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau
fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui

observasi (Sugivono, 2011).

; » ////'uw‘\\\
\\

ar yang muncul dari catatan
lapangan. Hal penting difokuskan serta diberi susunan yang sistematis
sehingga akan lebih memudahkan. Data yang direduksi adalah data hasil
observasi dan wawancara yang mendukung tema yang dikaji.
2. Display Data
Display data adalah penyajian data atau informasi berdasarkan apa

yang dapat dilihat dan apa yang diperoleh selama dalam observasi, baik itu
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dalam bentuk skema maupun table yang bertujuan agar data yang
diperoleh menggambarkan keseluruhan sehingga memudahkan untuk

penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

n d

Data yang ted an selanjutnya diberi

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana
vang spesifik dari 3 sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh
peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan
kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
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berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data
tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan

melakukan pengumpulan datz




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

1. Keadaan Geografis

Desa Bonto merupa

dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan
Januari-April, musim kemarau antara Bulan Juli-November, dan musim
pancaroba antara Bulan Mei-Juni.

2. Keadaan Demografi

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun. di satu sisi

menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas

39




masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan
yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan
penduduk membawa dampak negative, malahan menjadi positif jika dapat

Tabel 4.1 Data Pendud
No | Dusun/
I. | Buntu Lamba 79 | 150 | 141 291
2. | Batu Billa 76 | 142 | 162 304
3. | Bola Tallu 65 | 101 96 197
Jumlah 220 | 393 | 399 792

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto 2022




3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Bonto
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Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
Buntu Lamba Batu Billa Bola Tallu
M. Jamil Jufri, SE Abdul Rachman Sainal

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto, 2022
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4. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.2 Sumber Penghasilan Penduduk Desa Bonto
No Sumber Penghasilan  Jumlah

.| Pertanian/perkebunan 431

N
\ =& k\\\‘“"'//

A
N ::i. - "",

menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus
sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Bonto dalam meraih visi
cerdas.




6. Sarana dan Prasarana
Terdapat sarana dan prasarana berupa jalan raya (jalan beton) yaitu poros

yang mengubungkan Bonto-Kecamatan Baraka, Bonto-Desa Tirowali, dan

harus mempunyai keuntungan, baik dari segi ekonomis, maupun kecepatan dan

kemudahan bekerja. Pada inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) tentu memiliki keuntungan terutama bagi penerimanya. Adapun
tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai berikut:
“PTSL sangat penting karena program ini sebenmarnya sudah lama
dinantikan oleh masyarakat karena inovasi ini sangat membantu dalam

hal pemetaan tanah untuk menentukan kepemilikan tanah dan hak
pakainya. Selain itu, proses dalam pemetaan tanah juga berlangsung




dengan cepat dengan adanya Kerjasama antara petugas PTSL bersama
dengan ketua dusun setempat. Jadi, inovasi jelas sangat bermanfaat bagi
masyarakat.” (Wawancara dengan Mahaning tanggal 30 Juni 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dari segi

pengerjaannya dan inovasi

an hak kepemilikan tanah.

5%

\

Sehubungan dengan keuntungan-keuntungan dari inovasi PTSL,
tanggapan dari masyarakal Desa Bonto, sebagai berikut:

“Pada awainya kami ragu untuk mendaftarkan tanah kami, apalagi kami
mempunyai beberapa tanah yang belum bersertifikat. Sehingga kami
berpikir jika ikut mendaftarkan tanah maka akan mengeluarkan biaya
yang cukup besar. Tetapi setelah adanya sosialisasi mengenai PTSL
kami mulai mendaftarkan tanah karena biaya vang dikeluarkan tidak
terlalu besar. Selain itu pembayaran yang dilakukan juga sesuai dengan
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prosedur dan penetapan administrasi dari pemerintah.” (Wawancara
dengan Sahara tanggal 4 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa inovasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas menunjukkan adanya
keuntungan lain dari PTSL adalah untuk mengetahui dengan jelas batas-batas
tanah masyarakat. Adapun tanggapan dari Asisten Surveyor Kadastral:

“Berbicara tentang inovasi PTSL ini tentu memberikan keuntungan

terutama bagi masyarakat v sendiri. Karena PTSL memang

dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat
tanah. Apalagi banyak masyarakal yang belum memiliki sertifikat tanah




terutama di Desa Bonto ini.” (Wawancara dengan Aishal pada tanggal 15
Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa inovasi PTSL

ditujukan agar masyarakat lebih mudah sintuk mendapatkan sertifikat tanah agar

dapat memberi kepastian hoku nA.
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pemerintah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Pelaksanaan inovasi PTSL

masih sesuai dengan pendaftaran tanah sebelumnya. Tetapi masyarakat lebih
dipermudah dengan adanya PTSL ini karena sudah ada petugas vang langsung
mendatangi masyarakat. Adapun tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai

berikut:




“Tentu pelaksanaan PTSL berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi
di Desa Bonto ini masih banyak masyarakat yang tanahnya belum
bersertifikat. Terbukti sebanyak 400 pemohon yang ingin mendaftarkan
tanahnya. Namun ada beberapa yang memungkinkan untuk batal dalam
pendaftaran tanah disebabkan beberapa faktor yakni status tanah vang

tidak jelas, kedua ada sebagian tamnah yang sudah bersertifikat tetapi tidak
diketahui oleh pemilik. Jag /e. g berhasil mendaftarkan tanahnya
sebanyak 350 pemohon 2{Wawanear@idengan Mahaning pada tanggal
30 Juni 2022).

% ha T n«': ;: asvarakat
iy & g
m b | (.4,\§~/ ikir PTSL ini
ef l.;v
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3

at di Desa Bonto. Karena masih
banvak masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum bersertilikat. Terkait
dengan hal itu, masyarakat lain memberi tanggapannya mengenai inovasi PTSL.
sebagai berikut:
“lya sudah sesuai dengan kebutuhan kami. Contohnya kebun yang sudah
diwariskan kepada saya itu belum bersertifikat. Karena lokasi untuk

mendaftarkan tanah yvang jauh jadi saya belum mendaftarkan tanah saya
sampai sekarang.” (Wawancara dengan Sahara pada tanggal 4 Juli 2022),
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Hasil wawancara dengan masyarakat yang terdaftar di PTSL
menunjukkan bahwa inovasi PTSL pada indikator kesesuaian (Compatibility)

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bonto, terutama bagi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa adanya sertifikat
yang jelas dapat membuat masyarakat lebih aman kedepannva sehingga PTSL
ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kerumitan (Complexity)

Dalam inovasi PTSL seringkali ditemukan kerumitan dalam proses

pelaksanaannya. Namun, Kerumitan tersebut bukan menjadi kendala untuk tetap
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melaksanakan inovasi ini. Tanggapan dari Kepala Desa Bonto mengenai kendala
vang dihadapi selama menjalankan inovasi PTSL terutama pada saat pengukuran

tanah sebagai berikut:

ntuan batas-batas tanah yang masih
K mz arakat yang ingin membuat
antanah belum dilakukan.

“Kendala yang pertama yaig pe:
kurang jelas. Yang keg Janyal
sertifikat tanah fg

.....
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“Selama menjalankan program ini ada beberapa kerumitan atau kendala
yang sering muncul dari masyarakat itu sendiri. Contohnva saat
melakukan pengukuran tanah tetapi pemilik tanah tidak ikut bahkan ada
Juga yang pemilik tanahnya berada diluar kota. Tentu hal ini akan
menghambat dalam melakukan pengukuran tanah.” (Wawancara dengan
Aishal pada tanggal 15 Juli 2022),

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan meunjukkan bahwa

kendala yang sering dihadapi selama menjalankan inovasi PTSL yaitu masih




banyak masyarakat yang memiliki hak tanah tetapi pada saat pengukuran
pemilik tanah berada di daerah yang berbeda. Sehubungan dengan itu, Kepala

Bagian PTSL memberi tanggapan sebagai berikut:

tanah. Apalagi saat
an menghambat proses
i pada tanggal 27 Juli
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepala dusun mempunyai
peran penting untuk memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai inovasi
PTSL sehingga wawasan masyarakat tentang inovasi PTSL lebih bertambah dan

masyarakat juga biasa mengetahui tentang pentingnya inovasi PTSL
4. Kemungkinan Dicoba (Triability)
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Kualitas sebuah inovasi memang sangat penting. Suatu produk inovasi

dapat berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan dan sesuai dengan

kebutuhan dari penerimanya. Inovasi juga harus mempunyai keunggulan

dari inovasi PTSL yaitu dapat mencegah konflik dan adanya kemungkinan
sertifikat ganda. Terkait dengan hak itu, fase uji publik dari inovasi PTSL sudah
terbukti memiliki nilai lebih disbanding proses pendaftaran tanah sebelumnya.
Adapun tanggapan dari ketua PTSL Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Dari fase uji publik memang sudah teruji mempunyai nilai lebih karena

PTSL memang memberikan lepastian hukum hak atas tanah.
Pelaksanaan inovasi PTSL juga sudah dilaksanakan sejak 2017 lalu. Dan
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di Kabupaten Enrekang sendiri sudah banyak dari Desa atau Kelurahan
vang telah melaksanakan PTSL ini.” (Wawancara dengan Darmawati
pada tanggal 27 Juli 2022).

Dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa inovasi PTSL

ak yang memiliki tanah dari hak

waris yang belum terdaftar. Fase uji publik juga dapat dilihat dari apa saja
perubahan setelah adanya inovasi PTSL. Terkait dengan hal itu masyarakat Desa
Bonto memberi tanggapan sebagai berikut:

“Perubahannya yaitu batas-batas lokasi tanah kami lebih jelas. Dan kami

juga mendapatkan keterangan hak setelah mengikuti program PTSL ini.”
(Wawancara dengan Sahara pada tanggal 4 juli 2022).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan hasil dari
fase uji publik ini adalah lokasi tanah masyarakat menjadi lebih jelas, Selain itu.

bagi masyarakat yang ikut mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan

keterangan hal dari petugas PTSL.

. Kemudahan Diamati (Obs

[ 3
9
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PTSL melakukan sosialisasi tentang pentingnya untuk mendaftarkan tanah agar
Jelas dalam hal kepemilikan tanah. Tanggapan dari Kepala Bagian PTSL
Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Bagi masyarakat yang ingin mengecek sertifikatnya dapat membuka
aplikasi sentuh tanahku yang dapat di unduh di playstore. Untuk
memasuki aplikasi terlebih dahulu login dengan email. Lewat aplikasi
sentuh tanahku ini, masyarakal bisa melihat titik koordinat dan lokasi
tanahnya. Sedangkan untuk yang baru ingin mendafiarkan tanahnya
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dapat melihat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi barulah ke kantor
pertanahan  untuk  mendaflarkan tanahnya.” (Wawancara dengan
Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan masyarakat lebih dimudahkan
dengan adanya aplikasi “Sentuh f#nahku™ untuk melihat lokasi dan titik

O\

Dari gambar di atas menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses di
aplikasi “Sentuh Tanahku™ dan manfaat dari aplikasi ini. Lewat aplikasi ini
masyarakat dapat melihat proses pemetaan batas-batas bidang tanah pada peta
sesual dengan informasi yang tertera pada sertifikat fisik. Masyarakat juga dapat

mencari lokasi tanah lewat aplikasi ini. Selain itu, dapat menampilkan informasi

dan rincian daftar perkembangan pengurusan berkas, menampilkan rincian
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informasi sertifikat, serta menyajikan daftar informasi layanan yang
memudahkan pengguna untuk mengetahui syarat, biaya, dan jangka waktu

penyelesaian serta simulasi biaya.

L —ndd

“PTSL ini sangat memb: ami. Hasilnoya kami mendapatkan
sertifikat. Apalagi ada hebempn tanah yang saya daftarkan dan bisa
mendapatkan sertifikat dengan mudah.” (Wawancara dengan Firdaus
pada tanggal 4 Juli 2022).

Selain itu, tanggapan masyarakat tentang PTSL ini. yaitu sebagai berikut:

“Inovasi PTSL sangat membantu saya untuk mendapatkan sertifikat,
apalagi ada beberapa tanah yang saya daftarkan.” (Wawancara dengan
Sahara pada tanggal 4 Juli 2022),
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Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, inovasi PTSL ini

membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Apalagi banyak

masyarakat yang memiliki tanah lebih dari satu yang belum bersertifikat.

. Efektivitas Pendaftaran

Kabupaten Enrekang

Tah_r.l#.ﬁ Jumlah Pendaftar PT

Nama Dusun

No Jumlah
I. | Dusun Buntu Lamba 152
2. | Dusun Batu Billa 93
3. | Dusun Bola Tallu 105

Jumlah 350

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto, 2022
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Bonto yang

terdiri dari tiga dusun jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL

sebanyak 350 orang. Di Dusun Buntu Lamba sebanyak 152 orang, Dusun Batu

Berdasarkan dari hasil penelitian maka pada pembahasan penulis mencoba
melakukan perbandingan teori Rogers dengan 5 indikator, yaitu Keuntungan Relatif
(Relative  Advantage), Kesesuaian  (Compatibility), Kerumitan  (Complexity),
Kemungkinan Dicoba (7riability), dan Kemudahan Diamati (Observability) dengan

hasil penelitian dengan penjabaran sebagai berikut
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1. Keuntungan Relatif (Relative Advantage)
Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Menurut teori Rogers dalam

-

Syafaruddin (2012) tingkat keuny keunggulan suatu inovasi dapat
dilihat berdasarkan nilai ¢

.......
,,,,,,,

'
llllllllllllll

beberapa tanah yang dimiliki berasal dari tanah warisan. Sehingga inovasi PTSL

ini memberikan kepuasan bagi masyarakat karena tidak lagi melalui proses

pendaftaran tanah yang berbelit-belit.

2. Kesesuaian (Compatibility)
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Inovasi sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan

inovasi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta

merta dibuang. Dalam teori Rogers dalam Syafaruddin (2012) kesesuaian suatu

3. Kerumitan (Complexity)
Dalam teori Rogers sebuah inovasi memiliki tingkat kerumitan.
Sehubungan dengan sifatnya yang baru maka inovasi PTSL mempunyai tingkat
kerumitan yang lebih tinggi. Tetapi bukan menjadi kendala unwk tetap




melaksanakan inovasi PTSL. Menurut Rogers dalam Syafaruddin (2012) tingkat

kerumitan suatu inovasi dapat dilihat melalui kemudahan inovasi tersebut untuk

dapat dipahami dan digunakan oleh penerimanya.

4. Kemungkinan Dicoba (Triabili

Dalam teori Rogers, sebuah inovasi harus melalui uji publik terlebih

dahulu, artinya sebuah inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan
terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dari inovasi sebelumnya.
Sehingga sebuah inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang

atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi,
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan

bahwa PTSL sudah teruji memberikan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Hasil

wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa inovasi PTSL lebih

. Kemudahan Diamati (OQbservability)
Keberhasilan suatu inovasi dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam
mengikuti inovasi yang ada. Dalam teori Rogers menyatakan bahwa sebuah
inovasi hendaknya bisa diamati dari segi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan

menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi penerima.

e
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Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan sesuai
dengan teori Rogers. Informan mengungkapkan bahwa inovasi PTSL pada
mulanya tidak diterima baik oleh masyarakat tetapi adanya sosialisasi yang

diadakan oleh pemerintah desa mnsy_mm lebih antusias untuk
nenimjukkan bahwa terdapat 350




A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil asan terkait penelitian tentang

PTSL) di Desa Bonto
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Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat lebih mudah untuk
mendapatkan sertifikat tanah dan inovasi PTSL masih sesuai dengan
pendafiaran tanah sebelumnya tetapi masyarakat lebih dimudahkan melalui

PTSL ini.
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3. Kerumitan (Complexiry), dalam pelaksanaan inovasi ini terdapat kendala
yang dihadapi yaitu kesulitan dalam menentukan batas-batas tanah, keadaan

tanah yang masih dalam tanah warisan, kurang antusiasnya masyarakat

dalam mengikuti pendaftaran tafah, serta pemilik tanah yang sering berada

di daerah lain saat p /

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten

Enrekang yaitu:
I. Bagi petugas PTSL Kantor Pertanahan Enrekang, agar lebih efekuif lagi
dalam melakukan sosialisasi tentang inovasi ini karena masih banyak

masyarakat yang kurang informasi tentang inovasi ini,
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2. Bagi masyarakat, agar tidak langsung pesimis ketika dihadapkan dengan
sesuatu yang baru, Adakalanya sebagai masyarakat harus mendengarkan
terlebih  dahulu  sesuatu  yang  akan  dilaksanakan.
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Foto wawancara bersama Kepala Bagian PTSL Kabupaten Enrckang
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Folo wawancara bersama Kepala Desa Bonto
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Foto wawancara bersama masyarakat pendaftar PTSL
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